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BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 188/527 /438.1.1.3/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR:188/401/404.1.1.3/2017

TENTANG TIM PELAKSANA SIDOARJO MENUJU SMART CITY

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO,

bahwa dalam rangka optimalisasi/ percepatan implementasi
program-program Smart City, perlu mengubah Keputusan
Bupati Sidoarjo Nomor: 188/401/404.1.1.3/2017 tentang Tim
Pelaksana Sidoarjo Menuju Smart City;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/401/
404.1.1.3/2017 tentang Tim Pelaksana Sidoarjo Menuju Smart
City;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Repuplik
Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4899);
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. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

11

12.

13.

14.

15.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/627 [438.1.1.3/2018
TANGGAL : 26 Se;tmber 2018

SUSUNAN TIM PELAKSANA SIDOARJO MENUJU SMART CITY

A. Sekretariat
1. Ketua
2. Sekretaris

B. Kelompok Kerja
a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Smart City

1)

2)

Koordinator

Anggota

a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidoarjo;

b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Sidoarjo

a. Kepala Bidang Pengembangan Informatika
pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidoarjo;

b. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Sidoarjo;

c. Sekretaris pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Sidoarjo;

a) Kepala Bidang Pengembangan Wilayah,
Permukiman Dan Prasarana Wilayah pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sidoarjo;

b) Kepala Bidang Anggaran pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sidoarjo;

c) Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi
Pelayanan Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil;

d) Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu
Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten
Sidoarjo;

¢) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Sidoarjo;

f) Kepala Seksi Tata Kelola E-Government pada
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidoarjo;

g) Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah,
Komunikasi dan Informatika Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

h) Kepala Sub Bagian Kajian dan Dokumentasi
Bagian Hukum Sekretariat Dacrah Kabupaten
Sidoarjo.
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b. Bidang Pengelolaan dan Pelaksanaan Smart City

1) Koordinator

2)

Anggota

Kepala Bidang Pengembangan Informatika pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Sidoarjo.

a) Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten
Sidoarjo;

b) Sekretaris Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kabupaten Sidoarjo;

c) Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan

Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Sidoarjo;

€) Kepala Bagian Umum pada Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo;

f) Kepala Bidang Pengembangan ASN pada
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Sidoarjo;

g) Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;

h) Kepala Bidang Pencegahan, Kedaruratan, Dan
Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Sidoarjo;

i) Kepala Bidang Pengembangan Dan Promosi
pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo;

j) Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat  dan Desa,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, Keluarga Berencana Kabupaten

Sidoarjo;

Kepala Bidang Penetapan pada Badan

Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;

1) Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;

m) Kepala Seksi Layanan Informatika pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Sidoarjo;

n) Kepala Seksi Aplikasi Informatika pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Sidoarjo;

o) Kepala Seksi Infrastrukur dan Teknologi

Informasi pada Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Sidoarjo;

Kepala Seksi Keamanan Informasi dan

Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Sidoarjo;

q) Kepala Seksi Layanan Informasi Publik pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Sidoarjo;

r) Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada
Bagian  Organisasi  Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo;

d

k

P
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s) Kepala Sub Bagian Penyediaan  Sistem
Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa pada
Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

t) Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretariat
DPRD Kabupaten Sidoarjo.

¢. Bidang Monitoring dan Evaluasi Smart City

1) Koordinator
2) Anggota

:SehemﬁspudaDinasKnmum’kasidAn

Informatika Kabupaten Sidoarjo.

:a]KepahBldnngSmﬂmikpadaDinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Sidoarjo;

b) Inspektur Pembantu II pada Inspektorat
Kabupaten Sidoarjo;

¢) Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo;

d) Kepala Seksi Layanan Statistik dan Pelaporan
pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidoarjo;

€) Kepala Seksi Media dan Kemitraan
Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;

f) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidoarjo;

g Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Kinerja
pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo.





